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TENTANG

PENETAPAN DONOR DARAH NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2019 - 2022
WALI NAGARI LUNANG DUA,

Bahwa Donor Darah adalah proses pengambilan darah
dari seseorang secara suka rela atau pengganti untuk
disimpan dibank darah sebagai stok darah untuk
kemudian digunakan untuk tranfusi darah

Bahwa dalam pelaksanaan desa siaga untuk
menurunkan angka kematian ibu yang disebabkan
perdarahan perlu dibentuknya donor darah

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari LUNANG DUA ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang — undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang —undangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang -
UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaAtasUndang - UndangNomor
32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang -  undangNomor 32 Tahun 2009
tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, TambahanLembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - undangNomor 1 Tahun 2011
tentangPerumahandanKawasanPemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun
2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan WabahPenyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447,
Peraturan = PemerintahNomor 16  Tahun 2005
tentangPengembangan system Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005
tentangDesa (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005
tentangKelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan BersamaMenteriDalamNegeridanMenteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 danNomor
1138 /Menkes/PB/VIII/2005tentang
PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat;

PeraturanMenteri Pembangunan Daerah
TertinggalNomor 1 Tahun 2013 tentangPedoman
Pembangunan PerdesaanSehat Di Daerah Tertinggal;
PeraturanMenteriKesehatanNomor 3 Tahun 2014
tentangSanitasi Total BerbasisMasyarakat;

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukanProdukHukum Daerah;



Menetapkan
KESATU
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KeputusanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor
1529 /Menkes/SK/X /2010
tentangPedomanUmumPengembanganDesadanKeluraha
nsiagaaktif:

PeraturanMenteriKesehatanNomor

741 /Menkes/Per/VI[/2006  tentangStandarPelayanan
Minimal (SPM) BidangKesehatan di Kabupatendan
Kota;

PeraturanDaerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang PenetapanUrusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Donor DarahDesa Nagari Lunang Dua
Kecamatan Lunang , KabupatenPesisir Selatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini,
danmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari
KeputusanWali Nagariini.

Donor Darah Desa dibentuk dengan tujuan :
1. Untuk membantu percepatan pelayanan kegawat
daruratan masalah kesehatan,

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana
Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LUNANG DUA
Pada tanggal Januari 2019
WALI 'Nﬁm*LUNANG DUA,

[ s g




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR 141/26/Kpts/WN-LD/III-2019
TANGGAL Maret 2019
TENTANG DONOR DARAH NAGARI LUNANG DUA
NO NAMA JABATAN KET
1 RUSMINI KETUA
2 EVA PURWANTI SEKRETARIS
3 ERAWATI BENDAHARA
4 UMI SUMARTI ANGGOTA
5 LUKI SABARTI SIWI ANGGOTA

WALI NAGARELUNANG DUA
CEITINN




